PRAPERADILAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(studi putusan praperadilan Nomor.02/Pid.Pra/2015/PN Plp)

IAIN PALOPO

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari’ah
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Palopo

OLEH

WIDYANINGSIH
12.16.11.0016

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PALOPO 2016



KATA PENGANTAR
48535 0 1205 & 2
(LA A Gy Vsl 358 G il 3 505 405 8 JRALT Al 205 22 )
$ihe 1anan & Al 9 A0 Y G e O G 36 J (e A Jmd SB ) 5233 0
ARG 055 G 813 A Gy apday Al e s 2aa G gl J 51 A0
il

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah swt yang telah
melimpahkan rahmat, inayah, dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat
menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah
Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan
kita Nabi Muhammad saw yang telah membimbing umat manusia ke jalan
yang benar dan penuh dengan nur Ilahi. Serta keselamatan selalu
menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu
mengikuti jalannya.

Skripsi yang berjudul “Praperadilan Tersangka Tindak Pidana
Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam” ini disusun dalam rangka
memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1)
pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut
Agama Islam Negeri Palopo.

Kemudian tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih

sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses

XVii



penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril maupun

materiil, tenaga maupun pikiran kepada:

1.

BAPAK Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor Institut Agama Islam Negeri

Palopo.
BAPAK Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI. Dekan Fakultas Syari’ah Institut

Agama Islam Negeri Palopo.
BAPAK Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., BAPAK

Abdain, S.Ag.,M.HI., dan IBU Dr. Helmi Kamal.,M.HI,. Wakil Dekan
1, Wakil Dekan 2, dan Wakil Dekan 3, Fakultas Syari’ah Institut

Agama Islam Negeri Palopo.
IBU Dr. Rahma Amir, M.Ag,. dan IBU Hj. A. Sukmawati Assaad,

S.Ag., M.Pd,. Ketua Program Studi dan Sekertaris Program Studi
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri

Palopo.
BAPAK Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., dan BAPAK Dir.

Muh. Tahmid Nur, M.Ag,. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II
yang telah banyak memberikan inspirasi, saran, dan arahannya dalam

membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
IBU Dr. Rahma Amir, M.Ag., dan IBU Hj. A. Sukmawati Assaad,

S.Ag., M.Pd,. selaku Dosen Penguji I dan Dosen Penguji II.
Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo,

yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama ini.
Seluruh Staf Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Palopo

yang selama ini telah memberikan bantuan.
Orang tuaku (Aminuddin dan Nasra), adik-adikku (Sakty Gamal, Oky

Waulandari, dan Dindra), dan seluruh keluargaku yang selama ini tak

henti-hentinya selalu memberikan dukungan moril, dan doanya.

XVii



10. Polopadang Tangdibali, S.H,. yang selalu memberikan masukan saran

dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Syari’ah Program Studi

Hukum Kelurga Islam angkatan 2012 yang tidak dapat penulis
sebutkan satu per satu.

Semoga amal serta kebaikan mereka senantiasa mendapatkan
balasan rahmat dari Allah swt. Semoga skripsi ini dapat memberikan
manfaat dan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya bidang
hukum acara pidana mengenai Lembaga Praperadilan dan hukum Islam
khususnya mengenai Lembaga Peradilan dalam Islam khususnya
Wilayatul al Hisbah dan Wilayatul al Madzalim, bagi kita semua pada

umumnya dan bagi penulis sendiri khususnya.

Palopo, Agustus 2016

Penulis
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL.....iiiiiiiiiiiieieeeeetee ettt
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI......cccooveviviiierinns 1
NOTA DINAS PEMBIMBING........ccoteiiiieiieiecieie e il
HALAMAN PENGESAHAN.......oooiiitiinieeeeeeeseee e v

XVii



ABSTRAK ..ottt \
MOTTO ..ottt ettt st aaesseesseeenaeenes vi
HALAMAN PERSEMBAHAN......ccttiiititeteeeete e vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.........cccoovrverirnnnne. viii
KATAPENGANTAR ..ottt Xiii
DAFTAR ISL.oiiiiee et XVi
TABEL 1 KEWENANGAN POLISI, KEJAKSAAN, DAN KPK........... 32

TABEL 2 OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH

KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XI1/2014......ccvieiieiiennne 35
BAB I PENDAHULUAN.......ootiitiierteieetesttesie sttt sttt st 1
A Latar Belakang..........cccooveeeiiiiniiiiiiieceeeeeeeeee e 2
B Rumusan Masalah...........ccoooiiiiiiiinniiie e 7
C Tujuan Penelitian.........ccccveiveiiieniieeiieeieeeeee e 8
D Manfaat Penelitian...........ccooceeriiiiieniiiienieeeeieeeee e 8
E Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.................. 9
F Sistematika Penulisan...........ccccoocieiiiniiiniiiniiieiieeiee e 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA......oooteeeeeeeeeeee e 12
A Penelitian Terdahulu...........ccccoviiiiiiiiiiiiee e 12
B Kajian Pustaka.........cccccooiieiiiiiiieceeeeeeeee e 14
1 Sejarah Lahirnya Lembaga Praperadilan di Indonesia.......... 14
2 Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perluasan
Objek Praperadilan..........cccooeeeveriieeiiieiiieeeeeeeeeeen 17
3 Kekuasaan Kehakiman dalam Islam.............c.ccccccverennnnnnne. 18
C Kerangka PiKil.......cccoooiiiiiiiiicieccic et 20
BAB IIIl METODOLOGI PENELITIAN .....ccoeoieiiiieeeieeieeee e 24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian...........cccoccoevvviieniiieiniiieennieens 24
B. Lokasi Penelitian..........cccccueeveuieiiiiiieiiie e 25
C. Instrumen Penelitian..........c.ccooevvienieniniienieienieeeeseeee e, 25
D. Teknik Pengumpulan Data............cccceriiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 26

XVii



E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data...........c.ccccoevvievrieniennnnnnns 27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN......c.ccceiiieienn. 29
A. Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi.........cc.cceeueee... 29
1. Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi...... 29
2. Praperadilan dengan Objek Penetapan Tersangka
Tindak
Pidana Korupsi dalam Melindungi Hak Asasi Manusia
(HAM).c.iiiteeeeeee et e 33
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Praperadilan
No. 02/Pid.Pra/2015/PN PIP...cceeriieiiiieieeeieeeeeeee e 36
L. Kasus e 36
2. Pertimbangan Hakim Praperadilan
dalam Memutus
Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Palopo............... 41
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Praperadilan.............. 47
1. Wilayat al Hisbah e 48
2. Wilayat al Madzalim e 50
a Pengertian Wilayat al Madzalim...................cc.ccccccococ..... 51
b Sejarah Wilayat al Madzalim....................cccoceevveeaannn... 52
c Tugas dan Wewenang Wilayat al Madzalim.................... 53
d Relevansi Lembaga Praperadilan dengan Wilayat
Al Madzalim....................cccoeveiieiiiieeiiiieiie e, 61
BAB V PENUTUP.....ccoiitiiiieeeee et 69
AL KeSIMPULAN. ..ottt e 69
B. SAran.......coooiiiii e 70
DAFTAR PUSTAKA ..ottt 72
LAMPIRAN . ...ttt ettt sttt et e et e eteeeneeens 76
ABSTRAK

WIDYANINGSIH. 2016. “Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi
dalam Perspektif Hukum Islam (studi putusan
praperadilan nomor. 02/Pid.Pra/2015/PN.Plp)”.

XVii



Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas
Syariah. Pembimbing: (1) Dr. H. Muammar Arafat
Yusmad, S.H.M.H, (2) Dr. Muh. Tahmid Nur,
M.Ag.

Kata Kunci : Praperadilan, Tersangka Tindak Pidana Korupsi,
Hukum Islam

Latar belakang dalam penulisan skripsi ini didasarkan dari Praperadilan
yang merupakan lembaga pengawasan atas tindakan aparat penegak hukum pada
pemeriksaan pendahuluan. Pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini
yakni: 1) bagaimana penetapan tersangka tindak pidana korupsi, 2) bagaimana
pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Praperadilan nomor
02/Pid.Pra/2015/PN.Plp, dan 3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
perkara Praperadilan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini
yakni: 1) untuk mengetahui penetapan tersangka tindak pidana korupsi, 2) untuk
mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Praperadilan nomor
02/Pid.Pra/2015/PN.Plp, 3) untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap
perkara Praperadilan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yakni suatu
metode dalam meneliti suatu objek dengan tujuan membuat deskripstif, gambaran,
atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau
fenomena yang sedang diselidiki. Karenanya, untuk memperoleh data yang
diperlukan, penulis melakukan observasi, dokumentasi barang-barang tertulis, dan
kepustakaan.

Melalui teknik analisis normatif kualitatif dan deskriptif analitis, penelitian
ini menghasilkan temuan-temuan: pertama: menetapkan seseorang sebagai
tersangka harus memiliki bukti permulaan yang cukup. Kedua: pertimbangan
hakim Pengadilan Negeri Palopo dalam mengabulkan permohonan Praperadilan
atas penetapan tersangka yakni belum cukupnya bukti permulaan. Ketiga:
lembaga dalam Islam yang mempunyai kesamaan dengan lembaga Praperadilan
adalah wilayat madzalim yang juga merupakan lembaga pengawas dan pengaduan
atas tindakan sewenang-wenang penguasa/aparat pemerintah terhadap rakyat.

XVii



XVii



XVii



BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aparat penegak hukum dalam rangka menjalankan tugasnya,
tidak terlepas dari kemungkinan melakukan perbuatan yang bertentangan
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya
untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi seorang tersangka atau
terdakwa dalam proses peradilan pidana adalah lembaga Praperadilan.

Praperadilan merupakan lembaga yang diadopsi dari konsep
Habeas Corpus pada lembaga Pre Trial yang terdapat di Amerika Serikat.'
Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk
mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar
dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang,
karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat
aparat hukum itu sendiri. Tujuan dari lembaga ini untuk menegakkan dan
memberikan perlindungan hak asasi manusia tersangka/terdakwa dalam
pemeriksaan pendahuluan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.’
Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal

terhadapa hak-hak terdakwa/ tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan.

1 Adnan Buyung Nasution, Praperadilan vs Hakim Komisaris, Komisi Hukum
Nasional, (Jakarta: edisi April 2002), 10.

2 Loebby Lukman Praperadilan di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990),

h. 30.



Dihubungkan dengan kegiatan penyidik yang implementasinya
dapat berupa penetapan tersangka, penangkapan, penahanan,
penggeledahan, dan penyitaan, maka Hukum Acara Pidana (HAP) melalui
ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas yang
diakui secara universal yaitu hak kebebasab seseorang. Hukum Acara
Pidana (HAP) memberikan hak kepada pejabat tertentu untuk menahan
tersangka/terdakwa dalam rangka melaksanakan hukum pidana materiil
guna mencapai ketertiban dalam masyarakat’ Dengan kata lain,
pembatasan bergerak seseorang menjadi sesuatu hal yang diperbolehkan
oleh hukum dalam rangka proses peradilan pidana, mengingat upaya paksa
penyidik sebagai salah satu sarana dalam melakukan pemeriksaan perkara
pidana.

Berdasarkan Hukum Acara Pidana (HAP) juga diatur mengenai
pembatasan terhadap hak milik seseorang. Hal ini dilakukan melalui
ketentuan mengenai upaya penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan
surat. Kebebasan seseorang menguasai dan menggunakan benda yang
merupakan miliknya secara sah menurut hukum dalam rangka proses
peradilan ternyata disimpangi dengan dilakukannya ketiga upaya tersebut.
Namun demikian, upaya tersebut harus mentaati ketentuan yang telah
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga seseorang yang

disangka/didakwa telah melakukan tindak pidana mengetahui dengan jelas

3 1bid., h. 35



hak-hak mereka dan sejauh mana wewenang dari aparat penegak hukum
yang akan melaksanakan upaya tersebut.’

Penyidik dalam pelaksanan tugasnya selalu ada kemungkinan
perenggutan hak asasi manusia tersangka/terdakwa. Namun hakekat
penegakan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia, sehingga
sudah sepatutnya apabila perenggutan hak-hak asasi manusia tersebut juga
diupayakan agar tidak berlebihan dan dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Berawal dari hal ini, terlihat pentingnya diadakan suatu
pengawasan atau kontrol terhadap aparat penegak hukum dalam
melakukan tugasnya. Sebenarnya pengawasan atau control terhadap tiap
aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) telah melekat pada
lembaga dimana aparat penegak hukum itu bernaung. Namun, pengawasan
ini tidak cukup kuat karena sangat tergantung dari kesungguhan dan
kemauan internal lembaga itu sendiri tanpa dimungkinkan campur tangan
dari pihak luar.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan lembaga Praperadilan
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang
terdapat dalam Pasal 1 angka 10 dan secara khusus pada Pasal 77 hingga
83 dapat memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia
khususnya hak kemerdekaan, dalam hal ini perampasan ataupun

pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka/tersangka. Lembaga

4 Ibid., h. 82




Praperadilan ini bertujuan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan
pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan/atau Kejaksaan
yang melanggar hukum dan merugikan seseorang.’

Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada
tanggal 28 April tahun 2015 yang telah memperluas obyek kewenangan
Praperadilan yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP.
Yang sebelumnya obyek kewenangannya mencakup Pengadilan Negeri
(PN) berwenang memeriksa dan memutus penangkapan, penahanan, dan
penghentian  penyidikan/penuntutan.  Setelah  Putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) obyek kewenangan Lembaga Praperadilan diperluas
bukan hanya dalam hal sah tidaknya penangkapan, penahanan, dan
penghentian penyidikan/penuntutan tetapi juga mencakup sah tidaknya
penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.®

Perluasan obyek Praperadilan ini berawal dari putusan Hakim
Sarpin sebagai Hakim Tunggal pada sidang Praperadilan yang diajukan
oleh Budi Gunawan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Dalam
putusannya Hakim Sarpin menyatakan penetapan status tersangka Budi
Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah tidak sah.

Pada tanggal 28 April tahun 2015, MK mengabulkan pengujian
KUHAP yang diajukan oleh tersangka kasus korupsi Bioremediasi Fiktif
PT. Chevron Pasific Indonesia atas nama Bachtiar Abdul Fatah.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan ketentuan

5 Loebby Lukman, op.cit., h. 50

6 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PU-XI1/2014 h. 110



Praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP juga
termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.’

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini tercatat beberapa
tersangka kasus korupsi telah mengajukan permohonan Praperadilan atas
penetapan dirinya sebagai tersangka. Adapun kasus yang cukup
mengundang perhatian masyarkat adalah permohonan Praperadilan
mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri
(PN) Jakarta Selatan atas perkara kasus dugaan korupsi terkait kerjasama
kelola dan transfer untuk instalasi PDAM kota Makassar. Dalam
putusannya Hakim Upiek yang merupakan Hakim Tunggal permohonan
Praperadilan Ilham Arief Sirajuddin menyatakan, penetapan tersangka
tidak sah karena Komisi Pemberantasan Korupsi tidak menunjukkan alat
bukti yang cukup.®

Kasus lain, yaitu Hakim Tunggal Praperadilan Haswandi yang
mengabulkan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Hadi
Poernomo, tersangka penyalahgunaan wewenang dalam mengabulkan
keberatan Pajak PT. Bank Central Asia yang memutuskan proses
penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan oleh Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) tidak sah karena Penyidik komisi antikorupsi ilegal.’

7 Ibid., h. 80

8Hittp://news.liputan6.com/read/2241279/kpk-terima-salinan-putusan-

praperadilan-eks-walikota-makassar
9 Http://www.tempo.com/read/fokus/2015/05/28/3182/ma-pertanyakan-putusan-
praperadilan-hadi-poernomo.


http://www.tempo.com/read/fokus/2015/05/28/3182/ma-pertanyakan-putusan-praperadilan-hadi-poernomo
http://www.tempo.com/read/fokus/2015/05/28/3182/ma-pertanyakan-putusan-praperadilan-hadi-poernomo

Dari beberapa kasus di atas membuktikan bahwa aparat penegak
hukum khususnya Penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai
tersangka tindak pidana korupsi sering melakukan kesalahan/kekeliruan
dalam menjalankan prosedur penyelidikan. Penetapan seseorang sebagai
tersangka tindak pidana korupsi tanpa melalui prosedur hukum yang benar
sebagaimana ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), maka nama baik dan kebebasan seseorang telah dirampas.

Dalam hukum Islam ada beberapa prinsip yang dapat dijadikan
etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat antara lain meliputi
kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, prinsip keadilan sosial, prinsip
persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
prinsip peradilan, prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip
kesejateraan, dan prinsip ketaatan rakyat.'

Islam tidak membiarkan orang menyerahkan sesuatu urusan
kepada orang yang bukan ahlinya. Terlebih lagi kaitannya dengan
penetapan hukum suatu masalah yang di sidangkan dalam sebuah

peradilan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 58:

<) & Q| 545 (i s 135 g ) ) 15358 O o 0 8
| e Vil SIS ) () g ki Uins

Terjemah:
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya dan
(menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

10 Muhammad Thahir Azhari, Negara Hukum, Studi Tentang Prinsip-
prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, (Cet. 1. Bandung: Bulan Bintang, 1987), h.
79.



Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-
baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat”.

Dalam Islam membagi 3 (tiga) perkara yaitu: perkara khushumat
yaitu perselisihan antaranggota masyarakat, perkara hisbah yaitu berupa
pelanggaran jamaah yang tidak termasuk hudud dan jinayat, dan perkara
madzalim yaitu kezaliman yang dilakukan oleh negara terhadap individu
atau sekelompok rakyat."

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji
lebih jauh tentang Praperadilan tersangka tindak pidana korupsi dalam
hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 8§ tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana yang biasa disingkat Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ditinjau dari hukum Islam. Penjelasan
lebih jauh akan dibuat penulis dalam bentuk skripsi yang berjudul “
Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Islam
(studi putusan praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN.Plp).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan, maka

sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan tersangka tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

praperadilan dalam perkara Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkara praperadilan?
. Tujuan Penelitian

11 Al-Mawardy, al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2012), h.
298.



Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah
sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penetapan tersangka tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

praperadilan dalam putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perkara

praperadilan.
D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:
1. Manfaat Teoritis

Untuk ilmu pengetahuan khususnya mengenai praperadilan terkait
dengan sah tidaknya penetapan tersangka dalam KUHAP dan hukum
Islam
2. Manfaat Praktis

Mengetahui bagaimana korelasi Pasal-pasal dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum Islam
mengenai Praperadilan.

E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dan kesulitan dalam
pembahasan berikutnya nanti, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan
tentang beberapa pengertian sebagai berikut:

a. Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok

perkara disidangkan yang merupakan salah satu wewenang Pengadilan



Negeri (PN) untuk menguji proses tata cara penyidikan apakah telah

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
b. Tersangka tindak pidana korupsi adalah setiap orang atau kelompok

yang berdasarkan proses pemeriksaan pendahuluan dapat disangka
melakukan menyalahgunakan kewenangan dan menggunakan uang
negara dengan cara bertentangan dengan hukum untuk kepentingan
pribadi atau golongan atau korporasi sehingga dapat merugikan

keuangan negara.
c. Hukum Islam adalah aturan-aturan yang berdasarkan pada nilai-

nilai/kaidah-kaidah agama Islam, bersumber dari dalil-dalil dalam

ajaran agama Islam.
2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih Pengadilan Negeri Kelas I B
Palopo sebagai obyek penelitian. Karena di Pengadilan Negeri (PN) Kelas
I B Palopo pada tahun 2015 menerima permohonan Perkara Praperadilan
terkait dengan penetapan tersangka yang merupakan perluasan obyek
Praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 April
2015.

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi kewenangan
Praperadilan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana terkait dengan penetapan tersangka dalam
tindak pidana korupsi, dan Praperadilan dalam perspektif hukum Islam
khususnya kekuasaan yang berwenang dalam mengawasi prosedur
pemeriksaan pendahuluan/peyidikan.

F. Sistematika Penulisan
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Untuk mencapai pembahasan yang komprehensif dan sistematis
serta mudah dipahami penjabarannya, maka dalam penulisan skripsi ini
dibagi menjadi 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terbagi dalam
beberapa sub bab.

Bab I pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan
secara global. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan ruang
lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian penelitian terdahulu,
kajian pustaka dan kerangka pikir.

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis
penelitian, lokasi penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan
data, dan teknik pengolahan serta analisis data.

Bab I'V merupakan analisis terhadap putusan Praperadilan tersangka tindak
pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, serta menganalisa
permasalahan dengan menggunakan hukum positif Indonesia dan hukum
Islam.

Bab V dalam bab ini merupakan penutup berupa kesimpulan yang
merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada
bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk penelitian lebih
lanjut yang bermanfaat untuk kemajuan ilmu Hukum Acara Pidana (HAP)
Indonesia khususnya Praaperadilan serta lembaga atau kekuasaan dalam

Islam yang relevan dengan Praperadilan.
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BABII

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Judul yang penulis angkat pada penelitian ini, yakni
“PRAPERADILAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (studi putusan praperadilan
nomor 02/Pid.Pra/2015/PN.Plp)”, sesungguhnya mengandung variabel
yang menarik untuk ditelaah apakah tema atau topik yang sama sudah
pernah dikaji sebelumnya.

Berikut penulis paparkan beberapa hasil penelitian yang

berkorelasi dengan judul di atas:
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Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Firdaus Mahasiswa Universitas
Negeri Semarang (UNNES) 2012 yang berjudul “Praperadilan dalam
Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (studi kasus di Pengadilan
Negeri Pekalongan)”. Di dalamnya memaparkan tentang praperadilan
dalam sistem peradilan di Indonesia. Skripsi ini berisi tentang upaya
untuk menjamin perlindungan tentang hak asasi seseorang tersangka
dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya proses peradilan pidana
diharapkan agar aparat dalam menjalankan tugasnya tidak menyalahi

Undang-undang sehingga tidak merugikan orang lain.
Skripsi yang dibuat oleh Saut Pandiangan Mahasiswa Universitas

Negeri Semarang (UNNES) 2014 yang berjudul “Pelaksanaan Prinsip
Miranda Rule dalam Praktek Peradilan Pidana di Indonesia”,
memaparkan tentang prinsip Miranda Rule adalah sebuah kesepakatan
yang menjunjung tinggi hak-hak tersangka pada saat pemeriksaan

pendahuluan.
Skripsi yang dibuat oleh Muhammad Himawan Universitas Islam

Negeri (UIN) 2012 yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Putusan
Praperadilan di Pengadilan Negeri Stabat Mengenai Sah Tidaknya
Penahanan Yang dilakukan Penyidik Kejaksaan dalam Tindak Pidana
Korupsi”. Memaparkan tentang penyidikan dalam upaya paksa yang
dilakukan penyidik dalam tindak pidana korupsi, serta upaya
praperadilan sebagai sarana kontrol dan melindungi hak tersangka

dalam proses penyidikan.
Skripsi yang dibuat oleh Naswandi Sekolah Tinggi Agama Islam

Negeri (STAIN) Palopo 2014 yang berjudul “Peran Partisipasi Publik
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dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kota Palopo
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”. Memaparkan tentang
partisipasi publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota
Palopo, dan untuk mengetahui peranan publik dalam pemberantasan
tindak pidana korupsi perspektif hukum Islam dan hukum Nasional
serta upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam memaksimalkan
peranan publik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kota
Palopo.

Dari bahan hukum penelitian terdahulu yang penulis dapatkan pada
penelitian sebelumnya yang membahas masalah Praperadilan, berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun perbedaan-
perbedaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Lebih menekankan pada pengawasan terhadap prosedur penetapan
tersangka yang merupakan tambahan obyek dari Praperadilan pasca

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 28 April 2015 ,
b. Mengkaji hal-hal yang dijadikan landasan dari hukum positif Indonesia

(Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana),

dan
c. Mengkaji hal-hal tersebut di atas dalam perspektif hukum Islam.

Oleh karena itu penulis tertarik menggunakan istilah Praperadilan
Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Kajian Pustaka
1. Sejarah Lahirnya Lembaga Praperadilan di Indonesia

Yang menjadi inspirasi lahirnya lembaga Praperadilan adalah

Habeas Corpus. Gagasan untuk mengadopsi prinsip Habeas Corpus
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diusulkan oleh Yap Thian Hien agar perlu segera dibuat Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang baru yang diantaranya memuat materi tentang
“Writ of Habeas Corpus” dari hakim untuk memeriksa /legalitas
penahanan seseorang.'? Prinsip dari Habeas Corpus menciptakan gagasan
untuk memberikan hak dan kesempatan kepada orang yang sedang dibatasi
atau dirampas kemerdekaannya untuk menguji kebenaran dari penggunaan
upaya paksa yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, ataupun
kekuasaan lainnya."

Secara konseptual Habeas Corpus adalah pranata hukum
Praperadilan untuk mengimbangi kewenangan dari penegak hukum
khususnya dalam kaitannya dengan tindakan tindakan yang mempengaruhi
perlindungan hak asasi manusia termasuk upaya paksa sebagaimana
disebutkan dalam Hukum Acara Pidana (HAP)."

Dalam rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang diajukan ke depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Republik Indonesia (RI) tahun 1974 memperkenalkan lembaga
Praperadilan yang berperan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan yang
dinamakan hakim komisaris yang berasal dari ide Oemar Seno Adji, ide

tersebut bermaksud untuk melindungi hak asasi manusia kepada setiap

12 H. Harris, Pembaharuan Hukum Acara Pidana Yang terdapat dalam HIR,
Badan pembinaan Hukum Nasional, (Jakarta:Binacipta, Cet. I 1978), h. 191.

13 Adnan Buyung Nasution, op.cit., h. 11.

14 Luhut MP Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 29.
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orang yang menghadapi proses pemeriksaan pendahuluan peradilan
pidana.

Ide hakim komisaris yang diusulkan mempunyai kewenangan
pengawasan terhadap pelaksaan upaya paksa oleh penyidik, penangkapan,
penahanan, penggeledahan badan, dan pemeriksaan surat atas permintaan
penyidik maupun menentukan penyidik mana yang paling berwenang
melakukan penyidikan. Sehingga lembaga ini sangat dibutuhkan pada
proses yang disebut tahap awal penyidikan dimana seringkali ditemukan
pelanggaran hak asasi tersangka.'

Namun ide mengajukan hakim komisaris sebagai lembaga
pengawasan pada pemeriksaan pendahuluan ditolak dengan alasan,
ditambahnya hakim komisaris akan menambah hambatan birokratis. Selain
itu, adanya keberatan dari Kejaksaan dimana dalam pemeriksaan
pendahuluan pengawasan ada ditangan Kejaksaan.'® Salah satu alasan lain
ditolaknya konsep hakim komisaris adalah terlampau luasnya kewenangan
hakim komisaris."

Lembaga Praperadilan yang merupakan gagasan Adnan Buyung
Nasution adalah terobosan baru dalam Rancangan Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (RUU HAP) pada waktu itu secara resmi diajukan

15 Oemar seno Adji dan Indrianto Seno Adji, Peradilan Bebas & Contempt of
Court, (Jakarta: Diaidit Media, 2007), h. 136.

16 Loebby Lukman, op.cit., h. 30-31.

17 Ibid., h. 37.
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oleh Komite dengan dukuman Peradin dalam pertemuan dengan Menteri
Kehakiman Mudjono, untuk menggantikan hakim komisaris."

Pada tahun 1979 muncul konsep Rancangan Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (RUU HAP) yang tidak mencantumkan hakim
komisaris, namun lebih mengarah kepada pengawasan dan ganti rugi atau
rehabilitasi dalam melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa terutam
dalam hal penangkapan dan penahanan. Lembaga baru inilah yang disebut
dengan Praperadilan.

Praperadilan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) merupakan hasil kompromi antara konsep tahun
1974 dengan konsep tahun 1979." Praperadilan diatur dalam Bab I Pasal 1
angka 10 dan Bab X Bagian Kesatu Pasal 77 sampai dengan Pasal 83
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perluasan objek

Praperadilan
Pada tanggal 28 April 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor

21/PUU-XI1/2014 telah memperluas objek Praperadilan yang terdapat
dalam Pasal 77 (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) menjadi Pengadilan Negeri (PN) berwenang
untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang ini tentang:

18 Adnan Buyung Nasution, op.cit., h. 10.

19 7bid., h. 40-41.
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a. Sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan, dan
penyitaan, penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka

atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka,
b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian

penuntutan atas permintaan, demi tegaknya hukum dan keadilan,
c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak

diajukan ke pengadilan.
3. Kekuasaan Kehakiman dalam Islam (Sulthan Qadhaiyyah)

Kata Sulthatun sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yang
berarti pemerintahan. Dalam Kamus Munawir saama dengan al-Qudrah
yang berarti kekuasaan, kerajaan, apemerintahan.*® Sedangkan al-
Qadhaiyyah vyaitu kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau
kehakiman.*!

Secara etimologi, Sulthatun bima’na alqudrah yakni kekuasaan
atas sesuatu yang kokoh dari bentuk perbuatan yang dilaksanakan atas
bentuk perbuatan yang ditinggalkan. Dengan kata lain, bahwa kekuasaan
untuk mengawasi atau menjamin jalannya proses perundang-undangan
sejak penyusunan sampai pelaksanaan serta mengadili perselisihan baik

yang menyangkut perkara perdata maupun pidana.*

20 Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia
Terlengkap, (Surabaya;Pustaka Progresif, 2012), h. 650

21 Louis Ma’luf, Kamus Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A’lam, (Beirut: Daar al-
Mashriq, 1973), h. 1095

22 Rahmat Ritonga, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V, (Jakarta: Ichtiar Baru Van
Hoeve, 1996), h. 1657
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Kehadiran lembaga peradilan (Sulthan Qadhaiyyah) dalam sistem

ketatanegaraan Islam adalah sebagai lembaga pengawas dan penegak

dijalankannya aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Petugas yang menjalankan fungsi Sulthan Qadhaiyyah disebut

dengan Qadhi (hakim).

Dalam lembaga Sulthan Al-Qadhaiyyah dibedakan menjadi 4

(empat) wilayah atau golongan, yaitu:

a.

Wilayat Al-Qadha adalah lembaga yang bertugas memutus sengketa
antara dua pihak yang bertikai dengan hukum yang ditetapkan Allah
swt dengan benar dan adil tanpa memihak kepada salah satunya,

menempatkan mereka sama dihadapkan Allah swt.”

Wilayat Hisbah adalah salah satu badan pelaksana kekuasaan
kehakiman dalam Islam yang bertugas untuk menegakkan kebaikan dan

mencegah kezaliman.* Petugas hisbah disebut dengan Muhtasib.
Wilayat Al-Madzalim adalah sesuatu kekuasaan dalam bidang

pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan Qadha dan Muhtasib. Jika
dibandingkan dengan lembaga-lembaga kehakiman saat ini, boleh
disamakan dengan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung yang
dijadikan tempat bagi orang yang kalah tak puas membandingkan

perkaranya.” Lembaga ini mengurusi penyelesaian perkara perselisihan

23 Muhammad Salam Madzkur, Peradilan dalam Islam, Penerjemah AM,

Imron (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1993), h. 65

24 Rohadi Abd. Fatah, Islam and Good Governace, ljtihad Politik Umar Bin

Abdul Aziz (Jakarta: Lekdis, 2013), h. 225

25 A. Hajmy, Dimana Letaknya Negara Islam, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1984),

h. 258
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yang terjadi antara rakyat dan negara.’® Pejabat lembaga ini disebut

sebagai Qadhi Madzalim.*’
d. Wilayat Al-Mahkamah al-‘askariyyah adalah salah satu lembaga

kekuasaan kehakiman yang secara khusus menangani perkara-perkara
yang terkait dengan militer.®® Lembaga ini lebih mirip dengan

Mahkamah Militer yang ada di Indonesia.
C. Kerangka Pikir

Secara historis lahirnya Praperadilan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang
bersumber dari adanya hak Habeas Corpus, yang memberikan jaminan
fundamental terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak
kemerdekaan. Prinsip Habeas Corpus memberikan hak pada seseorang
melalui suatu perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan
hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum atau telah
melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah dan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa
perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka
atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum

yang berlaku maupun jaminan terhadapa hak-hak asasi manusia.

26 Taqiyuddin An-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah, dan
Realitas Empirik, Penerjemah Moh. Maghfur Wachid (Bangil: Penerbit Al-Izzah,
1997), h. 248

27 Abdul Qadim Zallum, Sistem Pemerintahan Islam, Penerjemah: M. Maghfur
W, (Bangil: Jawa Timur: Al-1zzah, 2002), h. 246.

28 Muna ‘Abd al-Ghani Hasan, Al-Qadha fi al-Hayah as-Siyasiyyah wa al-
Ijtima’iyyah fi Misr fi al-"Asr al-Mamluki, h. 77.
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Praperadilan diatur dalam Bab I Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Bab X bagian kesatu Pasal
77 sampai dengan 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) yang merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal
terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Maka
pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan
melalui Praperadilan, guna menjamin perlindungan hak asasi setiap warga
negara.

Penetapan tersangka harus melalui tahap penyelidikan dan
penyidikan baru dapat ditemukan tersangkanya. Penyidikan punn secara
tegas memberikan syarat bahwa penetapan tersangka merupakan tahapan
lanjutan yang syaratnya hanya dapat dilakukan setelah penyidik berhasil
mengumpulkan bukti-bukti permulaan yang cukup berdasarkan hukum.
Yang dimaksud bukti-bukti permulaan yang cukup adalah keterangan
saksi, keterangan ahli, dan bukti surat/dokumen.

Berkaitan dengan penetapan tersangka, yang merupakan hasil
Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XI1/2014 pada tanggal 28
April 2015 yang memperluas objek kewenangan Praperadilan yang
terdapat dalam Pasal 77 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka
pengajuan perkara praperadilan tentang penetapan tersangka khususnya

pada tindak pidana korupsi semakin bertambah. Salah satunya di
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Pengadilan Negeri Palopo yang nomor perkaranya 02/Pid.Pra/2015/PN.Plp
yang mengajukan permohonan Praperadilan atas penetapan dirinya sebagai
tersangka oleh pihak Kejaksaan Negeri Belopa sebagai tersangka tindak
pidana korupsi pengadaan alat kesehatan, kedokteran, dan Keluarga
Berencana (KB) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru
Belopa Kabupaten Luwu. Dengan adanya kasus tersebut penulis ingin
mengkaji alasan-alasan hukum dikabulkannya permohonan Praperadilan
tersebut.

Dengan pemaparan tersebut di atas selain ingin mengkaji
Praperadilan dalam Hukum Positif, penulis juga ingin mengakaji dari
perspektif hukum Islam. Hal ini dimaksudkan penulis ingin mengetahui
apakah dalam hukum Islam juga memiliki suatu kekuasaan kehakiman
yang mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan Praperadilan.

Sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.
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Praperadilan

Penetapan ‘
Tersangka Relevansi/
Tindak Pidana Perbandingan

Korupsi

Putusan
Mahkamah . Praperadilan
Konstitusi Prinsip Perspektif
Nomor 21/PUU- Habeas Hukum Islam

XI12014 Corpus

Perluasan
Objek/Kewenang Pertimbangan Hakim
an Praperadilan Mengabulkan

Pasal 77 huruf (a) Permohonan
KUHAP Praperadilan Nomor

) 02/Pid.Pra/2015/PN.Plp
Perkara Praperadilan

di Pengadilan
Negeri Palopo
Nomor
02/P1d.Pra/2015/PN.
Plp

Gambar Sistematik Kerangka Pikir
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan

metode penelitian sebagai berikut:

. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini
adalah pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-
undangan (statue approach). Pendekatan ini dipilih karena kajian
penelitian hukum ini yang bersifat yuridis-normatif, sedangkan pendekatan
kasus yang dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis mencari
ratio decindie, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk
sampai pada putusannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif kualitatif
adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu
objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang
diselidiki. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan apa-apa yang
saat ini berlaku, yang di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan,
mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini
terjadi atau ada yaitu di Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, serta
didukung dengan penelitian kepustakaan.

Data dan Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini

adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:
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. Bahan Hukum Primer yaitu dalam penelitian ini adalah putusan perkara

No.02/Pid/Pra/2015/PN Plp dan peraturan perundang-undangan.
. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan-bahan hukum primer berupa pendapat para ahli sarjana,
literatur atau buku-buku mengenai hukum pidana dan Hukum Acara

Pidana (HAP) yang berkaitan dengan penelitian ini.
. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang member petujuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

dalam bentuk kamus, tulisan tentang laporan-laporan dan jurnal-jurnal.

. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) kelas I
B Palopo yang beralamat di Jalan Andi Djemma no. 126, Kotamadya
Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

Instrumen Penelitian
Observasi sebagai alat pengumpulan bahan hukum ini banyak digunakan

untuk mengkur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang
dapat diamati secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama
obyek yang diselidiki atau tidak langsung yakni pengamatan yang
dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diamati.
Observasi digunakan untuk menggali data tentang proses praperadilan di
Pengadilan Negeri (PN) Palopo khususnya alasan hokum dikabulkannya
permohonan Praperadilan penetapan status pemohon sebagai tersangka

tindak pidana korupsi .
. Dokumentasi barang- barang tertulis, yakni penulis mengkaji benda-benda

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan

lain-lain. Dalam penelitian ini penulis mengkaji buku-buku, dokumen
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berupa salinan putusan No.2/Pid.Pra/2015/PN Plp, dan perundang-

undangan.
Kepustakaan (bibliography study) yaitu penulis mengkaji informasi

tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan
dipublikasikan secara luas yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) dan Hukum Islam khususnya buku Figih tentang
kekuasaan kehakiman yang relevan dengan perkara Praperadilan.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi sebagai alat pengumpulan data ini banyak digunakan untuk
mengukur tingkah laku ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang
dapat diamati secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama
obyek yang dipelajari atau tidak langsung yakni pengamatan yang
dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang dipelajari.
Observasi digunakan untuk menggali data tentang permohonan

Praperadilan atas penetapan tersangka tindak pidana korupsi di Pengadilan

Negeri (PN) Kelas I B Palopo.
Dokumentasi Barang- barang tertulis, yakni penulis mengkaji benda-benda

tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan
lain-lain. Dalam penelitian ini penulis mengkaji buku-buku, dokumen
berupa salinan putusan No.02/Pid.Pra/2015/PN Plp, dan perundang-

undangan.
Kepustakaan (bibliography study) yaitu penulis mengkaji informasi

tertulis mengenai Praperadilan dan kekuasaan kehakiman dalam Hukum
Islam yang relevan dengan perkara Praperadilan yang berasal dari berbagai
sumber dan dipublikasikan secara luas.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data
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1 Pengolahan Data
Sebelum melakukan analisis, data yang diperoleh baik dari studi
putusan maupun dari studi dokumen diolah dengan melakukan editing
yaitu mengkaji dan mengoreksi semua hasil observasi, dokumen tertulis,
dan kepustakaan.
2 Analisis Data
a. Normatif kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta dan data
hukum yang dianalisis dengan uraian kualitatif untuk mengetahui latar
belakang penetapan tersangka tindak pidana korupsi oleh Penyidik, dan
pertimbangan  hukum  terhadap  putusan  Praperadilan  nomor
02/Pid.Pra/2015/PN Plp.
Deskriptif analitis, yaitu dari penelitian yang dilakukan nanti diharapkan
dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang
alasan hukum sah tidaknya penetapan tersangka oleh Penyidik dan
pertimbangan hukum yang digunakan dalam memutuskan perkara
Praperadilan nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp serta mengkaji kekuasaan
kehakiman dalam hukum Islam yang mempunyai peran dan fungsi yang

relevan dengan Praperadilan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praperadilan Tersangka Tindak Pidana Korupsi
1 Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi
Sampai saat ini Hukum Acara Pidana (HAP) yang berlaku di
Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi tersangka sangat jelas diatur
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dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa “tersangka adalah seorang
yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan

patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.
Jadi, untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka,

cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup. Bukti
permulaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Kitab
Undang-Unadang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara spesifik
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor
14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap no.
14 tahun 2012) yang berbunyi “ bukti permulaan adalah alat bukti berupa
laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk
menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar

untuk dapat dilakukan penangkapan”.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang

tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan, namun
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara jelas
mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meliputi:
Keterangan saksi,

Keterangan ahli,

Surat,

Petunjuk, dan

Keterangan terdakwa.

oo o

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh

alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat.
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Sementara, alat berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah
melakukan pemeriksaan di dalam persidangan dan alat bukti berupa
keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam
persidangan (sebagaimana diatur jelas dalam Pasal 188 ayat (3) dan Pasal
189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi
dan 1 (satu) alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai
tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud dapat berupa keterangan
saksi, keterangan ahli, dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika
keterangan saksi yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas
dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta asas unus testis nullus testis.
Berbeda dengan tindak pidana umum, yang data awalnya diperoleh
dari laporan atau pengaduan. Tindak pidana korupsi data awalnya antara
lain diperoleh dari:*
a. Menteri/ Badan Pengawas Daerah/Inspektorat Wilayah Provinsi,
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan hasil audit Badan

Pengawas Keuangan (BPK), dan
d. Aparat Intelijen.

Setelah adanya data awal maka diterbitkankanlah Surat Perintah
Penyelidikan untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana korupsi

yang terjadi, dengan diperolehnya bukti permulaan yang cukup. Tetapi

29 Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan,
(Djambatan: Jakarta, 2009) h. 25.
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dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan, banyak orang
berprasangka bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal demikian
merupakan kekeliruan karena ada kalanya tidak ditemukan bukti
permulaan yang cukup. Sementara jika ditemukan bukti permulaan yang
cukup, maka penyelidikan ditingkatkan ke tahap penyidikan dan
selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.*

Istilah Penyidikan, terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan “Penyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang
terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Sedangkan Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Pada tindak pidana korupsi, terdapat 3 (tiga) instansi penegak
hukum yang berwenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana
korupsi, yaitu Polisi, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi yakni pada Intruksi ke 8 (delapan).

Table di bawah ini menunjukkan saat kapan tindak pidana korupsi itu

30 7bid., h. 20-21
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menjadi kewenangan Polisi, Kejaksaan, ataupun Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK).
Kepolisian Kejaksaan KPK
(a) tidak melibatkan aparat | (a) Melibatkan aparat | (a) Melibatkan aparat
penegak hukum, penegak hukum, penegak hukum,
penyelenggara penyelenggara negara, dan penyelenggara negara, dan
negara, dan orang orang lain yang ada orang lain yang ada
lain  yang ada kaitannya dengan tindak kaitannya dengan tindak
kaitannya  dengan pidana  korupsi  yang pidana  korupsi  yang
tindak pidana dilakukan  oleh  aparat dilakukan oleh  aparat
korupsi yang penegak  hukum  atau penegak  hukum  atau
dilakukan oleh penyelenggara negara, penyelenggara negara,
aparat penegak | (b) Mendapat perhatian yang | (b) Mendapat perhatian yang
hukum atau meresahkan masyarakat, meresahkan masyarakat,
penyelenggara (c) Menyangkut kerugian | (c) Menyangkut kerugian
negara, negara paling sedikit Rp negara paling sedikit Rp
(b) perkara korupsi tidak 1.000.000.000,00 (satu 1.000.000.000,00 (satu
mendapat perhatian miliar rupiah). miliar rupiah).
yang  meresahkan
masyarakat,
dan/atau
(c) tidak menyangkut
kerugian negara
paling sedikit Rp
1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

2 Praperadilan dengan Objek Penetapan Tersangka Tindak Pidana

Korupsi dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM)
Permasalahan dalam penetapan tersangka tindak pidana korupsi

yang dilakukan aparat penegak hukum tanpa didasarkan atas bukti

permulaan yang cukup, hanya akan meninggalkan persoalan yang

berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Proses

penyelidikan

yang

tidak  dilaksanakan

se€cara

optimal  untuk

mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dan kemudian perkara

tersebut dipaksakan untuk segera naik ketahapan penyidikan dengan

menetapkan

seseorang menjadi

tersangka

tindak pidana korupsi.
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Pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka

dapat dikategorikan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:*'
a. Pelanggaran administratif dan prosedural penyelidikan dan penyidikan,

dan
b. Pelanggaran terhadap diri pribadi (jiwa/raga dan harta) tersangka.

Praperadilan yang pada prinsipnya berujuan untuk menguji
keabsahan tindakan institusi penegak hukum dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya. Sifat limitatif objek Praperadilan dalam Pasal 77 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut menimbulkan
konsekuensi hukum bahwa keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan
oleh penyidik tidak termasuk objek Praperadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014
tanggal 28 April 2015 yang akhirnya secara normatif memperluas
wewenang Praperadilan yaitu termasuk penetapan tersangka. Oleh karena
itu, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ini membentuk norma yang
memperluas wewenang Praperadilan yaitu termasuk menguji sah atau
tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Perubahan ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
dengan memperluas objek Praperadilan termasuk penetapan tersangka ini
yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menguji keabsahan penetapan

tersangka oleh institusi penegak hukum.

31 OC Kaligis, Praperadilan di Indonesia dalam Perkembangannya, (Jakarta:
0O.C Kaligis dan Associates, 2004), h. 235
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Begitu pentingnya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia
(HAM) dalam proses peradilan pidana sebagaimana telah diamanatkan
dalam Pasal 18 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal
17 Undang-Undang HAM, serta dalam International Covenant On Civil
and Political Right yang telah diratifikasi oleh Indonesia, maka pengujian
atas keabsahan penggunaan wwenang oleh institusi penegak hukum dalam
melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
melalui Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis yaitu
termasuk pemgujian penggunaan wewenang penyidik yang Dbersifat
mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti dalam hal menetapkan
seseorang sebagai tersangka termasuk tindak pidana korupsi yang secara
tidak sah dan tidak berdasarkan hukum.

Perluasan wewenang Praperadilan dengan objek penetapan
tersangka termasuk tindak pidana korupsi berfungsi sebagai sarana
pengawasan dengan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan
jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ini sudah merupakan hal
yang bersifat universal dalam setiap negara hukum. Karena pengakuan
jaminan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) adalah
salah satu esensi pokok yang menjadi dasar legalitas suatu negara hukum.
Tabel di bawah ini menunjukkan kewenangan Praperadilan dalam Pasal 77
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebelum dan

sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor. 21/PUU-XI1/2014.

Tabel 1. objek/kewenangan Praperadilan sebelum dan sesudah putusan
Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-X11/2014
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Sebelum putusan Mahkamah Pasca putusan Mahkamah Konstitusi
Konstitusi (Pasal 77 KUHAP) (Pasal 77 KUHAP)

Pengadilan Negeri berwenang untuk | Pengadilan  Negeri  berwenang  untuk

memeriksa dan memutus sesuai | memeriksa dan memutus sesuai dengan

dengan ketentuan yang diatur dalam | ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Undang-Undang ini tentang: ini tentang:

(a) Sah tidaknya penangkapan, | (a) Sah tidaknya penetapan tersangka,
penahanan, penghentian penggeledahan, penyitaan, penangkapan,
penyidikan atau penghentian dan/atau  penahanan, penghentian
penuntutan, penyidikan atau penghentian penuntutan,

(b) Ganti kerugian dan/atau | (b) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi
rehabilitasi bagi seseorang yang seseorang yang perkara pidananya
perkara pidananya dihentikan dihentikan pada tingkat penyidikan atau
pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
penuntutan.

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Praperadilan
Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp
1 Kasus
Pemohon:
Dasmar, beralamat di Kompleks Perumahan BTN. Hartaco Blok 2
C nomor 06 Kota Palopo. Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa
hukumnya yang bernama Irwan Muin, Dede Irwansyah, Ahmad Marzuki,
Judi Awal, dan Andi Jaya Adiputra, yang dalam hal ini memilih domisili
hukum di Kantor Hukum Irwan Muin dan Partners di Jalan Aeropala
(Hertasning Baru) Blok N5 nomor 07 Makassar. Berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 13 September 2015, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan Nomor Register
74/SK/2015/PN Plp tanggal 22 September 2015.%
Termohon:
Kejaksaan Negeri Belopa Cq. Pimpinan Kejaksaan Negeri Belopa,

yang beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 20 Belopa Kabupaten

Luwu Sulawesi Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya

32 Putusan Nomor 02/Pid.Pra/2015/PN Plp, h. 1.
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bernama Christofel H. Malaka, Agus Salim, Muhammad Akbar Datau,
Suyanto Reksosumatra, dan Andi Satriani AS yang masing-masing
berkantor di Jalan Merdeka Selatan nomor 20 Belopa Kabupaten Luwu
Sulawesi Selatan. Berdasarkan surat perintah penunjukan Jaksa untuk
sidang Praperadilan nomor: Print-01/R.4.13.7.2/Fd. 1/09/2015 tertanggal
30 September 2015.%
Hakim Tunggal perkara Praperadilan:

Fransiskus W. Mamo yang berkantor di Pengadilan Negeri Kelas I
B Palopo di Jalan Andi Djemma nomor 126 Kotamadya Palopo Sulawesi
Selatan.

Kronologi:
Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September

2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dengan

register nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN Plp.**
Pemohon adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam

kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana
(KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa,
Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan tahun anggran 2012 dan tahun
anggaran 2013 dengan sumber pendanaan proyek berasal dari Anggaran
Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk anggaran 2012 sejumlah Rp
6.969.700.000,00 (enam milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta

tujuh ratus ribu rupiah) dan tahun anggaran 2013 Rp 19. 203.650.000,00

33 Ibid., h. 1-2.
34 Ibid., h. 2.
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(Sembilan belas miliar dua ratus tiga juta enam ratus lima puluh ribu

rupiah).®
Bahwa dari hasil permintaan keterangan khususnya distributor dan

perusahaan peyedia barang, serta faktur penjualan dan faktur pajak serta
nota biaya pengiriman dan pemasangan, dibandingkan dengan kontrak
kemudian penyelidik melakukan perhitungan indikasi kerugian negara dan
ditemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara sejumlah Rp
11.084.926.350,00 (sebelas miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus
dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dari dua kontrak senilai
25 miliar, bermakna kelebihan pembayaran hampir 100% dari nilai barang
sebagaimana dalam kesimpulan laporan hasil penyelidikan tertanggal 15

Juni 2015.%
Dalam tingkat penyidikan yaitu sejak dikeluarkannya surat

perintah penyidikan nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015 tertanggal
06 Juli 2015 oleh termohon. Pemohon tidak pernah dipanggil oleh
termohon untuk dimintai keterangannya terkait proses penanganan perkara
yang berhubungan dengan dugaan/tuduhan/sangkaan bahwa pemohon
telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam
sangkaan Primair Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)
UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan

35 Ibid., h. 11.
36 Ibid., h. 58.
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Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013."
Pemohon menerima surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Belopa

dengan nomor: SP-134/R.4.13.7.2/Fd-1/08/2015 tanggal 24 Agustus 2015
untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi pada hari Kamis tanggal 27
Agustus 2015 dalam dugaan tindak pidana korupsi pada Program
Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Kelurga Berencana (KB)
pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa Kabupaten

Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013.%
Pada hari dan tanggal yang sama, Kamis tanggal 24 Agustus 2015

tersebut setelah termohon memeriksa pemohon sebagai saksi dalam rangka
penyidikan. Pemohon selanjutnya ditetapkan sebagai tersangka oleh
termohon berdasarkan surat penetapan tersangka nomor: Print
03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tanggal 27 Agustus 2015 dan pada hari dan
tanggal yang sama itu pula pemohon dikenakan upaya paksa tindakan
penahanan berdasarkan surat perintah penahanan nomor:Print-

03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, bertanggal 27 Agustus 2015.%°
Maka, atas uraian singkat di atas pemohon memohon kepada

hakim tunggal Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan

tersebut sebagai berikut:*

a. Mengabulkan permohonan pemohon Praperadilan untuk seluruhnya,

37 Ibid., h. 14.
38 Ibid.

39 Ibid., h. 14-15.

40 Ibid., h. 39-40.
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b. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
surat perintah penyidikan nomor: Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/07/2015
bertanggal 06 Juli 2015 tentang perintah penyidikan deugaan tindak
pidana korupsi dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan
Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013,
c. Menyatakan tidak sah penetapan tersangka atas diri pemohon oleh

termohon berdasarkan surat penetapan tersangka nomor: Print-

03/R.4.13.7.2/Fd.1/2015, bertanggal 27 Agustus 2015,
d. Menyatakan tidak sah surat perintah penahanan nomor: Print-

03/R.4.13.7.2/Fd.1/2015, bertanggal 27 Agustus 2015 atas diri

pemohon,
e. Memerintahkan kepada termohon untuk mengeluarkan pemohon dari

penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Makassar,
f. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang

dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan

penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon, dan

g. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

2 Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Praperadilan
Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan perkara
tindak pidana korupsi pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan
Keluarga Berencana (KB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara
Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013. Dengan
sangkaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (UU)
nomor 31 tahun 1999 jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang mengandung elemen pokok yaitu: adanya

perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
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suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau
perekonomian Negara dan sangkaan Subsidair melanggara Pasal 3 jo,
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 jo Undang-
Undang (UU) nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang mengandung elemen pokok yaitu: setiap orang
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara.*!
Penetapan pemohon sebagai tersangka menurut Hakim Tunggal

Praperadilan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yakni:*
a. Tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (UU) ini untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya”.

b. Tidak sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan:
“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau
keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai
pelaku tindak pidana”.
c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor
21/PUU-XI1/2014: “Bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup,

dan bukti yang cukup harus minimal dua alat bukti yang termuat dalam

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

41 Ibid., h. 130-131.

42 Ibid., h. 131-139.
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(KUHAP) yang menyatakan alat bukti yang sah ialah: keterangan
saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, petunjuk, dan keterangan

terdakwa.
Setelah Hakim Tunggal Praperadilan mencermati seluruh bukti surat

yang diajukan oleh termohon yaitu:
Bukti surat tertanda T-8 sampai dengan T-21 dimana surat-surat bukti

tersebut hanya merupakan surat yang dikeluarkan oleh Penyidik dalam
tingkat Penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk
membuat terang suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana) dan merupakan serangkaian
prosedur/tindakan yang dilakukan oleh Penyidik. Sehingga terhadap
bukti surat tersebut menurut Hakim bukanlah merupakan bukti surat
yang dapat membuktikan bahwa pemohon telah melakukan suatu

tindak pidana,
Terhadap bukti surat tertanda T-22 sampai dengan T-30 menurut

Hakim bahwa surat-surat bukti tersebut hanya menjelaskan tentang
tindakan Penyidik dalam melakukan penyitaan, bahwa telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 38 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 39 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sehingga Hakim berpendapat bukti-
bukti surat tersebut bukanlah merupakan bukti surat yang

menerangkan bahwa pemohon telah melakukan suatu tindak pidana,
Terhadap bukti surat tertanda T-31 sampai dengan bukti surat tertanda

T-41 dan T-44 menurut Hakim bahwa surat bukti tersebut hanya
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merupakan surat yang menyatakan bahwa termohon telah memanggil
saksi-saksi untuk diperiksa, akan tetapi apakah saksi-saksi tersebut
hadir dan memberikan keterangannya atau tidak bukti-bukti tersebut
tidak menjelaskan secara rinci. Sehingga Hakim berpendapat bahwa
bukti surat tersebut tidak ada yang menerangkan bahwa pemohon telah

melakukan suatu tindak pidana,
Terhadap bukti surat tertanda T-42 berupa laporan perkembangan

Penyidikan tertanggal 24 Agustus 2015, menurut Hakim bukti tersebut
merupakan rangkaian prosedur Penyidik yang ditunjuk untuk
melakukan Penyidikan terhadap perkara a quo dalam hal ini laporan
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Belopa, dimana menurut Hakim surat
bukti tersebut bukan merupakan bukti yang menerangkan bahwa
pemohon telah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi laporan

perkembangan Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik,
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Hakim terhadap surat bukti

yang diajukan oleh termohon tersebut, tidak ada satupun bukti surat
yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang menerangkan
bahwa dalam proses Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan
Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013
ada menimbulkan ataupun dapat merugikan keuangan Negara akan
tetapi sebaliknya bukti surat yang diajukan oleh pemohon berupa bukti
tertanda P-9 dan P-14 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) atau dalam hal ini oleh Lembaga yang berwenang
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menerangkan bahwa dalam Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan,
dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012

dan 2013 tidak ada indikasi adanya kerugian Negara,
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan juga

dikuatkan dengan pendapat ahli, maka menurut Hakim bahwa
Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB)
pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa
Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013 tidak ada indikasi

kerugian Negara,
Bahwa sebelum adanya penghitungan kerugian Negara yang nyata dan

pasti jumlahnya yang dilakukan oleh ahli sebagaimana yang dimaksud
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor:003/PUU-IV/2006
tanggal 25 Juli 2006 maka adanya dugaan keras bahwa pemohon telah
melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti yang cukup
belumlah terpenuhi dan yang juga berdasarkan fakta-fakta yang
terungkap dipersidangan bahwa telah ada hasil pemeriksaan berupa
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu tahun anggaran 2012 dan 2013 (bukti surat tertanda
P-9 sampai dengan P-14) bahwa tidak ada kerugian Negara, sehingga
menurut hukum pemohon tidak patut untuk ditetapkan sebagai

tersangka,
Dengan demikian, maka penetapan pemohon sebagai tersangka dalam

perkara korupsi adalah cacat hukum karena penetapan sebagai
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tersangka belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan yaitu
berupa 2 (dua) alat bukti yang sah untuk ditetapak sebagai tersangka
dalam tindak pidana korupsi. Jadi, surat penetapan tersangka nomor:
Print-03/R.4.13.7.2/Fd.1/08/2015, tertanggal 27 Agustus 2015

dinyatakan tidak sah,
Bahwa dengan ditetapkannya pemohon sebagai tersangka tindak

pidana korupsi oleh termohon dan serta merta dilakukan penahanan
oleh termohon hal tersebut menurut Hakim adalah sebagai perampasan
hak asasi pemohon sebagaimana telah diatur dalam ketentuan-

ketentuan berikut:

Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang (UU) 1945 yang berbunyi:
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum”.

Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) yang berbunyi:
“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap
seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan
tindak pidan berdasarkan bukti yang cukup dalam hal keadaan
yang menimbulkan kekhawatiran tersangka/terdakwa akan
melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau
mengulangi tindak pidana”.

Pasal 9 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang

berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak
seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-
wenang, tidak ada seorang pun dpat dirampas kebebasannyakecuali
berdasarkan alasan-alasan yang sah sesuai dengan prosedur yang
ditetapkan oleh hukum”.

Pasal 10 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik

yang berbunyi:
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“Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan
secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat
pada diri manusia”.

10) Berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim memerintahkan kepada
termohon untuk mengeluarkan pemohon dari penahanan di Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Kelas I Makassar dan membebankan biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkara Praperadilan
Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan rencana.
Dikaitkan dengan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan
sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap

pemerintah/aparat administrasi berjalan sesuai dengan hukum yang

berlaku.
Di Indonesia pengawasan dapat dilakukan lembaga-lembaga di

luar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan eksternal) dan dalam
lembaga pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal). Pengawasan
yang bersifat eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara seperti
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pengawas Keuangan (BPK),

Mahkamah Agung (MA), dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya.
Dalam Islam yang mempunyai tugas mengawasi secara langsung

pelanggaran-pelanggaran hukum dan memiliki wewenang memberikan
hukuman bagi pelanggar hukum yaitu wilayat al hisbah dan wilayat al

madzalim.

1 Wilayat al Hisbah (“s«a) 43 )
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Wilayat al Hisbah terdiri dari dua kata yaitu Wilayat dan Hisbah.
Secara harfiah wilayat berarti kekuasaan atau kewenangan, sedangkan al/
Hisbah berarti imbalan, pengujian, melakukan perbuatan baik dengan

penuh perhitungan.®
Menurut al Mawardi, Wilayat al Hisbah adalah wewenang untuk

menjalankan amar ma’ruf, ketika yang ma’ruf itu mulai ditinggalkan orang

dan mencegah yang minkar, ketika perkara ini mulai dikerjakan orang.*
Pernyataan ini mengindikasikan Wilayat al Hisbah merupakan jabatan

keagamaan yang mencakup, menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat
munkar, dimana kewenangan ini merupakan kewajiban untuk menegakkan
atau melaksanakan bagi orang tertentu yang diyakini bahwa ia mampu

untuk melaksanakan hal tersebut.
Dalam sejarah Islam, hierarki struktural Wilayat al Hisbah berada

di bawah lembaga peradilan. Wilayat al Hisbah bersama dengan Wilayatul
Qadha dan Wilayatul Madzalim berada di bawah Qadhi al Qudhah
(Hakim Agung). Ketiga institusi tersebut mempunyai peran yang sama
yaitu sebagai lembaga peradilan yang memutuskan sengketa dan
memberikan hukuman, tetapi ketiganya mempunyai perbedaan dalam hal

cakupan tugas dan wewenang.*
Kekuasaan Wilayat al Hisbah hanya terbatas pada pengawasan

terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran.
Menyuruh kepada kebaikan terbagi kepada tiga bagian, yakni pertama:

menyuruh kepada kebaikan yang terkait dengan hak-hak Allah swt, kedua:

43 Rahmat Ritonga, op.cit., h.1939.
44 Ibid.

45 Imam al Mawardi, op.cit., h. 134
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terkait dengan hak-hak manusia, misalnya penanganan hak tertunda dan
penundaan pembayaran hutang. Ketiga: terkait dengan hak bersama antara
hak-hak Allah swt dan hak-hak manusia, yang apabila tidak mau
menjalankannya para Muhtasib (petugas hisbah) berhak menjatuhkan
ta’zir kepada mereka.* Ta’zir adalah pengajaran (yang diberikan) atas
pelanggaran yang tidak ditentukan hukuman had dan kaffaratnya oleh nas,
contonya dalam kasus pencurian yang tidak cukup nisab atau karena ada
syubhat, penganiayaan yang tidak merusak anggota badan secara fatal,

tuduhan selain dalam kasus zina, dan lainnya.*’
Wilayat al Hisbah menurut keputusan Gubernur merupakan

lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi
terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam
dalam rangka melaksanakan Amar Ma ruf nahi Munkar.*® Dalam Qanun
Nomor 11 tahun 2004 Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe Aceh
Darussalam, Wilayatul al Hisbah dengan lembaga pembantu tugas
Kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan mengawasi
pelaksanaan amar ma ruf nahi munkar, dan dapat berfungsi sebagai Polisi

Khusus atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa al Hisbah merupakan

salah satu badan pelaksana dari kekuasaan kehakiman dalam Hukum

46 Ibid., h. 137.

47 Muh. Tahmid Nur, Hukum Pidana Islam dalam Perspektif Hukum Pidana
Positif, (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus STAIN Palopo, 2012), h. 103-104.

48 Keputusan Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 01 tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Wilayatul Hisbah, Bab I
Angka 7.
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Islam. Hisbah bertugas untuk mengawasi setiap orang yang melakukan
kejahatan dan juga pejabat yang berwenang memeriksa dalam
pemeriksaan pendahuluan bagi pelaku pemungkaran dan sekaligus sebagai
penuntut umum. Dengan demikian, bila dilihat dari tugas dan
wewenangnya maka al Hisbah disamakan Penyidik/Penuntut Umum yang
dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
dengan istilah Kejaksaan.

Wilayat al Madzalim (:24aad) 44 )

Perkembangan kekuasaan peradilan pada dasarnya tidak lepas dari
sejarah perkembangan masyarakat dan politik Islam. Dalam sejarah Islam
yang paling banyak menguasai lembaga peradilan Islam adalah ahli
praktisi hukum. Dalam peraturan perundang-undangan sekarang posisi

para praktisi hukum itu selain sebagai ulama ahli juga sebagai pemisah

antara kekuasaan.*’

. Pengertian Wilayat al Madzalim

Al Madzalim kata jama’ dari Mazlimah, yaitu nama bagi sesuatu
yang diambil dari orang zalim. Menurut istilah fugaha, Wilayat Madzalim
merupakan suatu jabatan kehakiman, akan tetapi lebih luas dari jabatan
hakim biasa karena Wilayat Madzalim yaitu suatu jabatan gabungan dari

pengaruh kekuasaan dan peradilan kehakiman.™
Dalam kajian fikih, Madzalim merupakan salah satu bentuk

lembaga peradilan selain al gadha dan al hisbah (peradilan khusus yang

49 Abdul Wahab Khalaf, Siyasah Syar’iyyah Politik Hukum Islam, Terjemahan
Zainuddin Adnan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), h. 35.

50 Abdul Karim Zaidan, Sistem Kehakiman Islam Jilid 3, (Kuala Lumpur:
Pustaka Haji Abdul Majid, 2005), h. 64.
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menangani pelanggaran terhadap prinsip amar ma’ruf nahi mungkar).
Madzalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani
kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap rakyat. Peradilan
Mad-zalim ini bertujuan agar hak-hak rakyat dapat dikembalikan, serta

dapat menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.”'
Adapun dalam perkara Madzalim, jika terjadi kezaliman oleh

negara dan aparatnya terhadap individu atau sekelompok rakyat apalagi
jika ada laporan/tuntutan maka qgadhi Madzalim berhak memeriksa dan
mengadilinya. Misalnya, jika salah seorang rakyat merasa dizalimi karena
aturan administrasi yang ditetapkan negara dan aparatnya atau merasa
haknya diambil paksa oleh negara, maka ia bias mengadukannya ke
Mahkamah Madzalim.””
b. Sejarah Wilayat al Madzalim

Di zaman al-Khulafa’ ar-Rasyidin persoalan madzalim ditangani
sesuai dengan kebiasaan yang ditunjukkan oleh Nabi saw. Semua kasus
yang menyangkut peradilan madzalim ditangani langsung oleh khalifah.
Di zaman Dinasti Umayyah, kasus yang menyangkut madzalim semakin
banyak karena sejalan dengan semakin luasnya wilayah Islam. Atas
inisiatif Khalifah Abdul Malik bin Marwan, semua kasus madzalim
diselesaikan dalam peradilan khusus, yaitu pengadilan Madzalim.
Kedudukan pengadilan Madzalim semakin kuat dan tegas ketika masa

pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dalam sejarah diketahui bahwa

tindakan yang dilakukannya sebagai Khalifah adalah mengembalikan

51 Hasan Muarif, dkk, ed., Suplemen Ensiklopedi Islam Vol.2 (Jakarta: PT.
Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 52.

52 http://hayrusd.blogspot.co.id/2012/03/hukum_2314.html
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seluruh harta rakyat yang diambil para penguasa secara zhalim, sehingga

ia dapat mewujudkan kembali kehidupan dan perilaku yang adil.*
Di dalam risalah A/ Kharady, Abu Yusuf menganjurkan kepada

Khalifah Harun ar Rasyid supaya mengadakan sidang-sidang untuk
memeriksa pengaduan-pengaduan rakyat terhadap para pejabat. Kerap kali
para Khulafa menyerahkan tugas ini kepada wazir-wazir dan kepala daerah
atau hakim-hakim. Meskipun hal ini pada awalnya adalah suatu tindakan
jahiliyah ~ yang didorong oleh kepentingan politik, namun dengan
kehadiran Rasulullah saw, pada saat peristiwa itu membuat hal tersebut
menjadi hukum syariat dan tindakan kenabian yang harus diikuti oleh
insan muslim.*
c¢. Tugas dan Wewenang Wilayat Madzalim
Sebagai peradilan yang dapat bertindak tanpa harus menunggu

suatu gugatan dari yang dirugikan, maka Wilayat Madzalim memiliki tugas

dan kewenangan untuk hal-hal sebagai berikut:
Wilayat Madzalim merupakan suatu lembaga yang dapat

memutuskan perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-orang
yang meminta peradilan. Termasuk memeriksa perkara-perkara
penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa ataupun pejabat

negara/aparatur negara.
Dalam menangani pelanggaran yang dilakukan pejabat pemerintah

atas rakyat, Majelis Madzalim mempunyai wewenang untuk meneliti
perilaku pejabat/aparatur negara yang disinyalir bermasalah, kemudian

menghukumnya. Akan tetapi, Majelis Madzalim ini tidak segan-segan

53 Hasan Muarif, dkk, ed., op.cit., h. 53.

54 Imam al- Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran
Islam, h. 161.
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mendukung mereka jika mereka berlaku adil dan jujur walau tidak serta
merta. Karena harus tetap melihat Undang-Undang (UU) yang adil, catatan
pembukuan negara, dan ketetapan pemerintah. Selanjutnya, bertugas
mengembalikan hak rakyat yang dirampas secara paksa oleh
pemerintah/aparat negara. Sebaliknya, jika pejabat madzalim mendapatkan
pelanggaran ini ini saat memeriksa, maka harus dikembalikan hak tersebut

sebelum adanya pengaduan.”
Wilayat Madzalim juga bertugas sebagai pencatat administrasi

Negara. Lingkup kerjanya mengidentifikasi apakah ada pelanggaran,
pengurangan, penambahan atau penggelapan dalam melaksanakan tugas

ini pejabat madzalim tidak perlu menunggu adanya pihak penuntut.
Tugas Wilayat Madzalim tidak hanya meliputi tugas kenegaraan

secara keseluruhan, ini terbukti juga mengurusi masalah personal
dilingkungan pejabat negara. Lembaga ini berwenang juga dalam
penetapan gaji dan tunjangan social, selain itu menerima pengaduan para

penerima gaji atas penyunatan gaji atau keterlambatan pemberian gaji.>®
Dalam hal mengatasi masalah harta wakaf, secara umum dapat

langsung dilakukan pemeriksaan tanpa terlebih  dahulu menerima
pengaduan. Untuk menjamin penggunaan wakaf itu sesuai dengan
ketentuan yang ada dan berdasarkan rencana dan syarat-syarat yang
diberikan oleh pihak pemberi wakaf. Untuk menjaga kelancaran dalam
pemeriksaan pada masalah wakaf, umumnya masalah dapat diidentifikasi

melalui catatan administrasi para pejabat yang bertugas menjaga hukum,

55 Ibid., h. 162

56 Abdul Karim Zaidan, op.cit., h. 70
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administrasi negara yang mencatat transaksi yang berlangsung atau
catatan-catatan khusus, dan dokumen tertulis. Sedangkan, untuk wakaf
khusus, penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak
pemberi wakaf atau yang berhak menerima wakaf saat terjadi

persengketaan.’’
Wilayat Madzalim mempunyai wewenang menangani kasus yang

tidak mampu ditangani oleh para gadhi, yang disebabkan lemahnya
kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka
menghadapi pihak tertuduh. Dalam hal seperti ini, pejabat madzalim dapat
turun tangan karena adanya kekuatan yang ia miliki dan lebih efektifnya
keputusan hukum, sehingga lembaga ini dapat dengan mudah memutuskan
untuk menyita harta yang berada dalam genggaman pihak yang bersalah

atau memerintahkannya untuk menyerahkan harta tersebut.*®

Dijelaskan pula bahwa wilayah madzalim berwenang untuk
menangani kasus-kasus pelnggaran kepentingan umum yang sulit
ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan mungkar secara terang-
terangan. Dalam kasus seperti ini, pejabat madzalim turun tangan untuk
mengambilnya dari mereka sesuai dengan ketentuan Allah swt dan
mewajibkan menaati peraturan dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh
Allah swt. Lembaga ini juga memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah
yang lahiriah, menangani kasus pertengkaran dan memberikan keputusan

hukum bagi pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam menjalankan

57 Ibid., h. 74.

58 Ibid., h. 75.
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wewenangnya itu, pejabat madzalim tidak boleh keluar dari tuntunan
kebenaran dan tidak boleh memberikan keputusan hukum yang tidak
sesuai dengan keputusan hukum yang ditetapkan oleh para hakim dan para
qadhi, karena bisa saja pejabat madzalim bertindak tidak adil sehingga

keputusan hukumnyaa ternyata melanggar tuntutan syariat.”
Pejabat yang mengurus masalah madzalim dapat menggunakan

cara-cara yang diperbolehkan untuk mendapatkan fakta kebenaran, tidak
semata dengan cara-cara yang konvensional dan secara rutin
dipergunakan. Kemudian dengan segera memberikan keputusan hukum
sesuai dengan tuntunan syariat. Menurut ahli dan seluruh fuqaha, pejabat
madzalim tidak boleh menetapkan hukum semata-mata dengan bukti
tulisan tangan jika tidak disertai adanya pengakuan akan kebenaran yang
terkandung di dalamnya, karena wewenang pejabat madzalim tidak dapat

menetapkan keputusan hukum yang dilarang oleh syariat.”°

Adapun wewenang pejabat madzalim yang terbaik adalah dalam
masalah yang boleh, bukan masalah yang wajib, yaitu jika dalam kasus
tersebut menemukan kecurigaan dan adanya penentangan dari satu pihak.
Maka, dapat menggunakan cara-cara yang dapat mengungkapkan

kebenaran dan menjaga pihak yang dituntut sesuai dengan aturan hukum.®!
Letak perbedaan wewenang antara pejabat madzalim dan gqadhi

adalah:®

59 Yahya A.R., Struktur Negara Khilafah, (Jakarta: HTI Press, 2005), h. 204.
60 /bid., h. 207.

61 Abdul Karim Zaidan, loc.cit.

62 Imam al Mawardi, Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat
Islam, Penerjemah Fadli Bahri, Lc, cet.Il (Jakarta: Darul Falah, 2007), h. 132.
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Petugas madzalim mempunyai wibawa dan kekuatan yang tidak dimiliki
oleh para hakim/qadhi untuk menuntaskan persengketaan pihak yang

berperkara, serta mencegah tindakan kezaliman.
Wewenang petugas madzalim keluar dari kesempitan kewajiban kepada

keluasan kebolehan sehingga petugas ini mempunyai ruang yang lebih

luas dan keputusan yang lebih didengar.
Ia dapat melakukan penekanan dan merumuskan fakta sesuai dengan

tanda-tanda yang tampak dan bukti-bukti yang ditemukan yang tidak dapat
dilakukan oleh para hakim, sehingga ia dapat menemukan kebenaran dan

mengetahui siapa yang salah dan siapa yang benar.
Ia boleh menjatuhkan sanksi kepada pihak yang berbuat kezaliman dan

menjatuhkan hukuman bagi pihak yang membuat permusuhan.
Ia boleh menunda penyelesaian masalah persengketaan jika jalan

keluarnya belum ditemukan dan hak-hak mereka belum jelas sehingga
belum dapat ditetapkan, kemudian ia melakukan penelitian intensif untuk
mendapatkan fakta-fakta yang dapat digunakan. Sedangkan, seorang
hakim/qadhi tidak dapat melakukan hal itu jika salah seorang dari pihak
yang bersengketa meminta untuk segera memutuskan hukum. Karena
seorang hakim/gadhi tidak dapat menunda keputusan hukum, sedangkan

petugas madzalim dapat melakukannya.
Jika sulit ditangani, ia boleh menyerahkan masalah mereka kepada pihak

penengah yang berusaha menyelesaikan persengketaan diantara keduanya
dengan cara damai dan kerelaan, sedangkan hakim/qadhi tidak mempunyai

wewenang untuk melakukan tindakan seperti itu.
Ia dapat terus menangani kedua pihak yang bersengketa itu jika ada tanda-

tanda yang menunjukkan sikap saling bersikeras, dan ia dapat menetapkan
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uang jaminan jika dibutuhkan untuk mendorong pihak bersengketa itu
untuk saling bersikap jujur dan mengubah sikap pengingkaran dan saling

menuduh dusta.
8) Ia boleh mendengarkan persaksian orang-orang yang rendah kredibilitas

pribadinya, sedangkan para hakim/qadhi hanya mendengarkan persaksian

orang-orang yang mempeunyai kredibilitas yang tinggi.
9) Ia boleh meminta para saksi untuk bersumpah saat ia masih meragukan

mereka jika mereka mengubah sumpah mereka dengan sengaja dan ia
dapat memperbanyak jumlah saksi untuk menghilangkan keraguan,

sedangkan seorang hakim/gadhi tidak dapat melakukan hal itu.
10)Ia boleh memulai dengan memanggil para saksi dan menanyakan

persaksian mereka tentang kasus yang sedang ditangani. Sedangkan
kebiasaan para gadhi adalah memerintahkan pihak penuntut untuk
mengajukan bukti.

Kemandirian yang dimiliki wilayat madzalim dalam Islam adalah
menerapkan hukum perundang-undangan dalam rangka menegakkan
keadilan dan menetapkan kebenaran yang bertujuan untuk mengukuhkan
kemanfaatan umum.®

Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk merealisir keadilan
di tengah kehidupan masyarakat. Karena dalam suatu Negara, lembaga
seperti ini difungsikan untuk menegakkan hukum di wilayah kekuasaan
Negara, atau sebagai media untuk mengimplementasikan ajaran Islam di

bidang penegakan dan perlindungan hukum.*

63 Nur Mufid dan Nur Fuad, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era
Abbasiyah, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2012), h. 100.

64 Imam al Mawardi, loc.cit.
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Wilayah madzalim dibentuk untuk melaksanakan fungsi yudisial
upaya mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum dalam kehidupan
manusia yang secara efektif dan efisien. Berkenaan dengan tugas yang
dimiliki dalam memberikan penerangan dan pembinaan hukum,
penegakkan hukum dan memutuskan suatu perkara.®

Karena itu mereka yang bertugas dalam wilayah madzalim harus
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Mempunyai kedudukan

2) Mempunyai pengaruh

3) Berwibawa

4) Mempunyai harga diri

5) Tidak rakus, tidak mudah silau oleh dunia

6) Menghindari perbuatan maksiat dan menjauhi syubhat

Syarat-syarat ini diperlukan karena dalam menangani atau

memeriksa kasus-kasus tindakan semena-mena, investigator memerlukan
keteguhan sebagai seorang pelindung hukum dan ketegasan. Karena
dengan kharisma dan wibawa yang dimilikinya pemeriksa atau

investigator itu disegani sehingga keputusannya dihargai dan dilaksanakan

oleh kedua belah pihak yang bersengketa.®’
Untuk terselenggaranya peradilan al/ madzalim dengan sempurna

harus memenuhi 5 (lima) unsur berikut, yaitu:®®
1) Adanya pembela,
2) Para hakim/gadhi madzalim yang bertugas untuk mengembalikan hak-hak

kepada orang yang berhak, setelah melakukan penyelidikan terhadap

65 Temgku Muh. Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam,
(Semarang: Putra Rizki Putri, 2001), h.92.

66 Nur Mufid dan Nur Fuad, op.cit., h. 122.

67 Ibid., h. 123.

68 Jaenal Aripin, op.cit., h. 168-169
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pihak-pihak yang bersengketa dan setelah melakukan penelitian hukum

atas kasus mereka,
Para ahli figih yang bertugas untuk membantu para gadhi madzalim ketika

mereka menemukan kesulitan dalam bidang hukum atau tidak mengetahui
hukum syar’i yang tepat bagi permasalahan yang menjadi sumber

persengketaan,
Para katib (panitera) yang bertugas untuk mencatat dan mengkodifikasikan

segala kejadian dan peristiwa dalam proses persidangan, dan
Para saksi yang bertugas menjadi saksi atas hukum yang telah ditetapkan

oleh gadhi madzalim dan mengukuhkan bahwa keputusan yang telah
ditetapkan tidak bertentangan dengan kebenaran dan keadilan dan
menyaksikan bahwa para hakim jelas-jelas menerapkan syari’at Islam.
Relevansi Praperadilan dengan Wilayat Madzalim

Sejarah negara Islam di zaman permulaan, semuanya menjadi saksi
hidup untuk membenarkan pendapat bahwa Negara Islam adalah Negara
hukum. Sebelum para pakar tata negara di Eropa muncul ke dunia.
Berabad-abad sebelumnya, Islam telah mengambil ketetapan bahwa
hukumlah yang harus berkuasa paling tinggi dalam Negara.” Berpedoman
pada suatu prinsip manusia sama derajatnya di mata Allah swt, keadilan

dijalankan tanpa mengenal perbedaan baik masalah individu, golongan,

bangsa, maupun pemerintahan secara keseluruhan.”
Adanya jaminan keadilan hukum tidak saja berlaku pada dan oleh

pemerintah pusat, tetapi dapat juga menjadi garis politik yang nyata untuk

69 Zainal Abidin Ahmad, Membangun Negara Islam, (Jakarta: Pustaka Iqra,
2001), Cet.1, h. 90.

70 Ali Salim al-Bahansawi, Wawasan Sistem Politik Islam, (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 2013), h. 89.
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seluruh rakyat sampai ke daerah-daerah paling jauh. Kemungkinan tidak
adanya jaminan hukum dapat terjadi pada negara yang tidak memiliki
dasar hukum sehingga kemungkinan pula menjadi negara kafir, negara
zalim (negara diktator/otokrasi bertindak sewenang-wenang dan tidak
punya hukum yang memihak rakyat) dan negara fasik (negara anarki,
kacau balau, dan tidak teratur dimana pemerintahnya tidak sanggup

menjamin keamanan).”
Pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian

perkara pidana sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di
muka persidangan oleh Hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan
dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan. Walaupun hukum
pembuktian perkara pidana terfokus pada proses sesungguhnya sudah ada
dan dimulai pada saat penyidikan. Batasan tentang penyidikan dalam hal
dan menurut cara serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.”?
Hukum Acara Pidana Islam, juga terdapat sistem pembuktian yang

menggunakan sistem pembebanan pembuktian terhadap penggugat atau

pendakwa.” Kekuasaan kehakiman yang berhak melakukan penyidikan

71 Zainal Abidin Ahmad, op.cit., h. 91.

72 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,op.cit.,
Pasal 1 angka 2.

73 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah jilid 14, terjemah Mudzakir, (Bandung: Al
Ma’ruf, 1987), h. 42.
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dalam hukum Islam yaitu wilayat al hisbah yang sebelumnya telah

dijelaskan.
Praperadilan secara historis lahir dari inspirasi habeas corpus, yang

memberikan jaminan fundamental terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
khususnya hak kemerdekaan. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan
ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka/terdakwa
itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

maupun jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).”
Praperadilan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) identik dengan Lembaga Pre Trial di Amerika
Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang pada dasarnya
menjelaskan  bahwa di  dalam  masyarakat beradab  maka
pemerintah/penguasa harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang

atau warga negara.”
Dilihat dari fungsi, kewenangan, dan tujuan yang dimiliki oleh

Praperadilan relevan dengan Wilayat al Madzalim. Dimana fungsi dari
wilayat al Madzalim adalah untuk menyelesaikan/mengawasi perkara-
perkara penganiayaan yang dilakukan oleh aparat pemerintah/penguasa
terhadap rakyat. Penganiayaan dalam hal ini termasuk perampasan
kemerdekaan dan hak milik pribadi. Secara operasional, hakim/gadhi

madzalim bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan

74 HMA Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, (Malang: UMM
Press, 2011), h.253.

75 Luhut MP. Pangaribuan, op.cit., h. 77.
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oleh gadha dan muhtasib (petugas al hisbah), meninjau kembali putusan

yang telah dibuat oleh gadha dan muhtasib (petugas al hisbah).”®
Adapun kesamaan dari segi kewenangan yaitu penganiayaan yang

dilakukan oleh para penguasa, baik terhadap perorangan maupun
golongan, mengontrol dan mengawasi keadaan para pejabat/aparat
pemerintah, mengembalikan hak-hak rakyat yang telah dirampas oleh
pejabat/aparat pemerintah, melaksanakan putusan-putusan yang tidak
dapat dilaksanakan oleh gadhi/hakim biasa karena orang yang diadukan
adalah orang-orang yang tinggi derajatnya dan meneliti serta memeriksa
perkara-perkara yang mengenai maslahat umum yang tidak dapat

dilaksanakan oleh petugas-petugas hisbah (muhtasibi).”
Sedangkan dari tujuannya lembaga Praperadilan dan wilayah

8 Dalam

madzalim kesamaannya yakni menjamin hak asasi manusia.
lembaga madzalim sebagian perkara-perkara yang diperiksa adalah
perkara-perkara yang diajukan oleh seorang yang teraniaya dan
sebagiannya pula tidak memerlukan pengaduan dari yang bersangkutan.”

Dalam Islam terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia
(HAM) yang merupakan tujuan dari Praperadilan yaitu perampasan

kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-

wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum, sangat dilarang dalam

76Tengku Muh. Hasbi ash Shiddiqqiey, op.cit., h. 91.
77 Ibid., h. 78-81.
78 Al Mawardi, Al Ahkam As Sulthaniyyah, op.cit., h. 50

79 Muh. Hasbi Ash Shiddieqy, op.cit., h. 92.
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Islam.*® Bahkan Allah swt memerintahkan hambaNya untuk berperang
apabila ada pihak lain yang sengaja memerangi sebagai upaya untuk
mempertahankan diri, sebagaimana firmannya:®'

Gl G G o i e Tl (s S ) SlEY B Qs 8 s
DS A3 5 W A8 05 9 50

Terjemah: "Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah
kamu dibebabi melainkan dengan kewajiban kamu
sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin (untuk
berperang). Mudah-mudahan Allah menolak serangan
orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan
dan amat keras siksaan-Nya”.

Dalam hal penanganan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

dalam Islam dilakukan oleh Wilayah Madzalim.** Adapun contoh-contoh

perkara madzalim yang dapat disamakan dengan perkara Praperadilan

yakni:
Kasus yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab

yang menghukum putra Amr bin Ash, gubernur di Mesir karena memukul
seorang rakyat biasa tanpa adanya dasar hukum. Yang kemudian orang
tersebut mengadukan tindakan yang dialaminya kepada Khalifah. *
khalifah Umar juga pernah menerima pengaduan dari seorang Yahudi yang

tanahnya dirampas oleh Amr bin Ash untuk pembangunan Mes;jid.

Khalifah kemudian mengirimkan pesan kepada Amr bin Ash melalui

80 Ahmad kokasih, HAM dalam Perspektif Islam, (Jakarta: Salemba Diniyah,
2014), h. 128.

81 Al Jumanatul Ali, Al-Qur’an dan Terjemahannya, surah An Nisa (4): 84

82 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Gema Insani,
2012), h. 59.

83 http://ihsan26theblues.wordpress.com//2011/08/02/walayah-al-madzalim
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sepotong tulang, yang pada tulang telah digores dengan bentuk huruf alif
yang lurus dari atas ke bawah dan ditengah goresan tersebut ada lagi
goresan melintang menggunakan ujung pedang. Makna dari goresan di
tulang tersebut merupakan ancaman yang artinya apapun pangkat dan
kekuasaanmu suatu saat kamu akan bernasib sama seperti tulang tersebut,
oleh karena itu berlaku adillah seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan
adil di bawah jika tidak maka sang Khalifah tidak segan-segan memenggal
kepala Amr bin Ash. Setelah menerima pesan tersebut maka Amr bin Ash

mengembalikan tanah milik si Yahudi.®*
Kasus Khalifah Ali bin Thalib yang dikalahkan di Pengadilan

Madzalim ketika berperkara soal baju besi yang beliau yang dicuri oleh
seorang Yahudi karena saksi yang diajukan tidak bisa diterima oleh gadhi

Syuraih.*
Kasus pada masa Dinasti Umaiyyah yakni kasus Ibnu Futhais yang

terjadi pada masa al Hakam bin Hisyam. Seorang gadhi/hakim yang
bernama Muhammad bin Basyir al Mu’arifi menghukum Ibnu Futhais
dengan tidak menghadirkan saksi. Ibnu Futhais karena tidak sepakat
dengan keputusan tersebut mengajukan perkaranya ke Mahkamah

Madzalim dengan alasan bahwa ia telah dianiaya. *
Kasus pada masa Bani Abbasiyah dimana saat itu, Khalifah al

Makmun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan

84 Ibid.
85 Ibid.

86 Alaiddin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: PT Grafindo Persada,
2012), h. 80.
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kezaliman yang dilakukan oleh pejabat/aparat pemerintah. Kemudian
datanglah seorang wanita mengadukan bahwa anak sang Khalifah al Abbas
telah menzaliminya dengan merampas tanah haknya. Khalifah saat itu
memerintahkan gadhi Yahya bin Akhtsam untuk menyidangkan kasus
tersebut di depan Khalifah. Tetapi, di tengah-tengah perdebatan tiba-tiba
wanita tersebut mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al
Abbas. Kemudian Khalifah al Makmun berkata ‘“dakwaannya benar,
kebenaran telah membuatnya berani bicara dan kebatilan telah membuat

anakku membisu”.¥’

Dalam Islam setiap rakyat mempunyai hak untuk mengoreksi
penguasa jika menyimpang dari aturan. Dalam Mahkamah Madzalim yang
memutuskan perselisihan antara rakyat dan penguasa. Peraturan dan
pengawasan sewenang-wenang sangat dilarang dalam Islam, prinsip
Habeas Corpus (kesetaraan di depan hukum) pun diberlakukan. Seluruh
tersangka diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga
pengadilan membuktikannya bersalah. Sabda Rasulullah saw “Penuntut
wajib menghadirkan bukti dan saksi yang disumpah atas perkara yang

disaksikannya” (HR. al- Baihaqi).
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum

Islam, dikenal adanya lembaga madzalim yang pernah dipraktekkan oleh
Rasulullah saw sendiri yang bertujuan untuk mengawasi praktek
kezaliman penguasa/aparat pemerintahan. Di kemudian hari dikembangkan

oleh khalifah Umar bin Khattab r.a menjadi mahkamah madzalim yang

87 Ibid., h. 81.
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berwenang mengadili dan memecat penguasa yang berbuat zalim bahkan

jika itu dilakukan oleh khalifah sendiri. ®
Maka dalam struktur khilafah pihak Kejaksaan/aparat penegak

hukum yang menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum,
mahkamah madzalim yang mempunyai wewenang untuk mengadilinya.
demikian pula dengan lembaga Praperadilan yang berwenang untuk
memeriksa dan mengadili para penegak hukum jika menyalahi ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.®

BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, maka

dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:
1 Penetapan tersangka tindak pidana korupsi adalah berdasarkan bukti

permulaan yang cukup yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau biasa

88 Hhtp://waii-hmna.blogspot.co.id/2015/07/984-klasifikasi-barang-dan-
mahkamah.html

89 Ibid.
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disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
untuk menduga seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan Praperadilan Dasmar

atas penetapan dirinya sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengadaan
alat kedokteran, kesehatan, dan Keluarga Berencana (KB) pada Rumah
Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru Belopa Kabupaten Luwu pada
tahun anggaran 2012 dan 2013, terhadap Kejaksaan Negeri Belopa dengan
perkara No.02/Pid.Pra/2015/PN Plp ini terhadap Kejaksaan Negeri Belopa
adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum yakni karena penetapan sebagai
tersangka belum memenuhi ketentuan adanya bukti permulaan yang cukup

yaitu 2 (dua) alat bukti yang sah.
Tinjauan hukum Islam terhadap perkara Praperadilan yakni dapat

disamakan dengan wilayat madzalim yang mempunyai wewenang yang
sama yaitu memeriksa dan memgadili pejabat/aparat pemerintah jika

menyalahi ketentuan perundang-undangan.

. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, adapun saran-saran yang dapat

penulis berikan sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu:
Kepada aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Belopa

haruslah menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dalam melakukan
penetapan tersangka sesuai dengan ketentuan hukum dan Undang-Undang.
Selain itu mencegah terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena
pada dasarnya setiap tindakan paksa merupakan perampasan kemerdekaan

dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi seseorang.
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2 Kepada hakim pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara
Praperadilan ini, telah tepat dan benar. Namun, dalam setiap memberikan
putusan hakim harus menerapkan prinsip kehati-hatian karena setiap
putusan merupakan tanggungjawab hakim kepada masyarakat terhadap
putusan yang telah diberikannya dan pertanggungjawabannya kepada
pengadilan yang lebih tinggi sehingga putusan tersebut mempunyai nilai
yang obyektif, apalagi dalam hal ini adalah perkara Praperadilan jika salah
dalam menjatuhkan putusan maka akan membuat leluasa terdakwa dalam

melakukan kejahatan.
3 Wilayat al Madzalim dapat dijadikan rujukan oleh Pemerintah di Indonesia

karena kewenangannya yang cukup luas, khususnya dalam hal tindakan
kesewenang-wenangan aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya serta
dalam hal memberantas tindak pidana korupsi. Dengan ditegakkannya
Wilayat al Madzalim dapat mencegah terjadinya tumpang tindih
kewenangan karena beberapa lembaga di Indonesia dapat dipadukan

dalam wilayat al Madzalim saja.
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